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TENTANG
RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019 - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-
2022 harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
tentang penetapan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2019 -
2020.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2059 tentang Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

8 Peraturan Menteri Pengayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi pemerintah;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

12 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016 Nomor 58);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 — 2022.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019 - 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN .K\OTAWARINGIN BARAT,
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RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2019 - 2022

WAKTU PELAKSANAAN TARGET
NO PROGRAM/TAHAPAN KEGIATAN/SUB OUTCOME/OUTPUT 2020 | 2021 INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
nmmiwv 1T mmiv 2019 2020 2021 2022
VIl PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya pelayanan investasi dan
perizinan satu pintu bagi masyarakat yang
transparan, efisien dan sesusi standar
pelayanan dengan IKM yang relatif tinggi
a. |Perencanaan
Rapat penyamaan persepsi program Terwujudnya persamaan visi dan misi serta 4 dokumen hasil |1 dokumen |1 dokumen |1 dokumen |1 dokumen
peningkatan kualitas pelayanan publik goal dari program peningkatan kualitas review sistem hasil review [hasil review [hasil review |hasil review
bidang perizinan pelayanan publik bidang perizinan pelayanan sistem sistem sistem sistem
perizinan pelayanan [pelayanan |pelayanan |pelayanan
perizinan  |perizinan perizinan perizinan
b. |Pelaksanaan
Review sistem layanan investasi dan Adanya rekomendasi sistem pelayanan 4 dokumen hasil |1 dokumen |1 dokumen (1 dokumen |1 dokumen
perijinan satu pintu investasi dan perijinan satu pintu yang efisien review sistem hasil review [hasil review [hasil review [hasil review
dan transparan sesuai SOP dan SP pelayanan sistem sistem sistem sistem
perizinan pelayanan [pelayanan [pelayanan [pelayanan
perizinan  |perizinan perizinan perizinan
c. |Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terwujudnya efisisnsi dan efektifitas Laporan hasil Tim Monev, [Tim Monev, [Tim Monev, |[Tim Monev,
pelaksanaan program sistem layanan Monitoring dan |3 kegiatan |3 kegiatan |3 kegiatan |3 kegiatan
investasi dan perijinan satu pintu Evaluasi monitori ng, [monitori ng, |monitori ng, |monitori ng,
1 keg, 1 keg, 1 keg, 1 keg,
evaluasi evaluasi evaluasi evaluasi
d. |Rencana Tindak Lanjut Monev
Rapat perbaikan hasil program Sistem Adanya rencana tindak lanjut atas hasil Rekomendasi 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg.
layanan investasi dan perijinan satu pintu |evaluasi program Sistem layanan investasi rencana tindak  |Rapat, 1 Rapat, 1 Rapat, 1 Rapat, 1
dan perijinan satu pintu lanjut dok. desain [dok. desain [dok. desain |dok. desain
mekanisme |[mekanisme [mekanisme [mekanisme
program program program program




